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Abstrak

Tujuanidari penelitian Thi adalah mengetahui interpretasi, organisasi, dan aplikasi dalam implementasi kebijakan
pajak sarang burtng walet di Kecamatan Pontianak Selatan Kaota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian.ini
adalah Jumlah realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pontianak tidak mencapaistarget yang telah
ditentukan dan“banyaknya pengusaha sarang burung walet di Kota Pontianak yang tidak membayar pajak. Dari
permasalahan dianalisis dengan menggunakan‘teori menurut=Charles O Jones (dalam Widodo, 2012:89) menyatakan
bahwa aktivitas. dalam implementasi kebijakan publik™tedapat tiga variabel, yaitu Interpretasi, Organisas dan
Aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah kurangnya sosidlisasi dari pemerintah kepada para pengusaha’sarang burung
walet mengenai pentingnya membayar pajak, kurangnya jumlah pelaksana kebijakan yang menangani pajak safiang
burung walet, dan rumitnya proses pelaporan pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianake™Saran dalam
penelitian ini adalah menurunkan tarif pajak sarang burung walet dan melakukan sosialisasi secara rutin ke seluruh
pengusaha sarang burung walet di Kota Pontianak.

Kata Kunci : Pajak Sarang Burung Walet, Implementasi Kebijakan, Target Penerimaan Pajak.

IMPLEMENTATION OF SWALLOW NEST TAX POLICY IN SOUTH PONTIANAK
SUBDISTRICT OF PONTIANAK CITY

Abstract

This study aimsto find out the interpretation, organization, and.applicationiin the implementation of swallow nest tax
policy in South Pontianak, Pontianak City.!The problem in this research’is the'amount of tax revenue from swallow
nest in Pontianak City which does not reach the projected target and many of swallow nest entrepreneurs in
Pontianak do not pay taxes. These problems were analyzed using theory of Charles O Jones (in Widodo, 2012:89)
stating that the activities in the=implementation of public of public policies=contain three variables, namely
Interpretation, Organization and Application. The methodtsed inthisresearch is descriptive method with qualitative
approach. The results of this study showed that the lack of socialization from the government to the swallow nest
entrepreneurs on the importance of paying taxes, the lack of policy implementer that handle the swallow nest tax,
and the complexity of tax reporting process at the Pontianak City Revenue Office. Suggestions from this research are
among others to reduce the tax rate of the swallow nest and socialize routinely to all entrepreneurs of swallow nest in
Pontianak City.

Keywords: Swallow nest tax, policy Implementation, Tax revenue target.
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A. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan iuran wajib
yang dilakukan oleh daerah kepada orang
pribadi atau badan tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang diginakan untuk
membiayai penyelenggaraan _pemerintah
daerah dan pembangunan daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

Sementara,.itu Pajak Sarang Burung
Walet adalah
pengambilan dan atau pengusahaan sarang
burung walet: Pajak Sarang Burung Walet di
Kota Pontranak diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun
2010 tentang pajak daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Perda Nomor 8 tahun 2015. Tujuan dari
Peraturan ' Daerah tersebut adalah menjadi
salah satu bentuk ataupun-jenis_pendapatan

paak atas kegiatan

daerah dalam'segi usaha perdagangan bagi
K ota Pontianak.

Tingginya harga... pasaran sarang
burung walet membuat banyak orang merasa
tertarik untuk menggeluti usaha sarang
burung walet. Dari data yang ada, dapat
diketahui bahwa hanya 44 orang yang
membayar pagjak sarang burung walet di
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Kecamatan Pontianak Selatan padaha di
Kecamatan Pontianak Selatan terdapat 115
usaha sarang burung walet. Untuk jumlah
keseluruhan terdapat 408 usaha sarang
burung walet di Kota Pontianak dan yang
membayar pagjak hanya 154 orang sga
Namune, pada kenyataannya realisas
penerimaan dari- pajak sarang burung walet
belum.mencapai target,dan masih terbilang
rendah"padahal di setiap kecamatan rata-rata
memiliki usaha sarang burung walet.

Dari kondis tersebut kemungkinan
dikarenakan kurangnya _pemahaman para
pengusaha sarang burung walet mengenal
pentingnya membayar pajak. Kemudian dari
fakta yang ada sumber daya manusia
(pegawal) yang menangani pajak sarang
burung walet sangatlah minim, dengan
demikian tidak heran jika penyampaian
informasi terhadap pentingnya membayar
pajak khususnya pgak sarang burung walet
tidak secara menyeluruh kesemua target
sasaran.” Kemudian . karena tarif pajaknya
cukup tihggi - membuat para pengusaha
keberatan dalam membayar paak sarang
burung walet.

Selain dari pada itu sistem sdf
asessment yang diterapkan  membuat
sgumlah  pengusaha enggan  untuk
mendaftarkan dan melaporkan pajaknya

sendiri yang mana pendaftaran dan
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pelaporan paak tersebut harus dilakukan
dengan sendiri-sendiri. Disamping itu,
sebagian dari beberapa pengusaha sarang
burung walet berdalih pada rumitnya proses
pendaftaran dan pelaporan pgak yang harus
dilakukan, terdapat beberapa persyataran
administrasi yang banyak harus dilengkapi
maka tidak heran jika hanya'masih terdapat
beberapa pengusaha.ssarang burung_walet
belum tercatat dan menjadi wajib pajak.
Dimana diketahui: bahwa memang
seperti s yang terpaparkan pada Perwako
Pontianak Nomer 33 tahun 2013 tentang
petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak
sarang burung waet di Kota Pontianak
beberapa tahap bak pada

pendaftaran=maupun pelaporan, namun pada

terdapat

dasarnaya jika dicermati secara benar maka
bukanlah yang sulit dalam melaksanakan hal
tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas
menunjukan implementasi kebijakan pajak
sarang burung walet di Kota Pontianak
belum berjalan secara optimal. Maka peneliti
memfokuskan'; penelitian ini "pada Proses
Implementasi  Kebijakan Pgak Sarang
Burung Walet Di "Kecamatan Pontianak
Selatan Kota Pontianak. Adapun tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui interpretasi,
organisas, dan aplikasi dalam implementasi
kebijakan pajak sarang burung walet di Kota
Pontianak.
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Manfaat teoritis dalam penelitian ini
diharapkan dapat menambah wawasan di
bidang ilmu administrasi publik terutama
kaian kebijakan publik, terkait dengan
implementasi kebijakan pajak sarang burung
walet di Kota Pontianak. Sedangkan manfaat
praktis{penelitian ini ialah hasil penelitian ini
dapat dijadikan-masukan yang bermanfaat,
bagi masyarakat, maudpun instans terkait
dalam I'mplementasi Kebijakan Pgjak Sarang
Burung Walet Di-K ota Pontianak:

B. TINJAUAN PUSTAKA

K ebijakan Publik

Thomas R. Dye (dadam Thoha,
2008:107) Kebijakan publik adalah apapun
yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan.
Selanjutnya David Easton (dalam: Islamy,
1992:19) mengatakan bahwa jkebijakan
publik hanya_yang syah berbuat secara
sesuatu spada masyarakat ; dan pilihan
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan
dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada
masyarakat. Dari kedua pendapat tersebut
kebijakan
merupakan bentuk sikap dari pemerintah

dapat dismpulkan  bahwa

kepada



PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara VVolume 6 Nomor 2 Edis Juni 2017

masyarakat terkait dengan fenomena
maupun kondis yang terjadi pada suatu
lingkungan dengan melakukan sebuah
tindakan atau tidak melakukan apapun.
Seperti yang diketahui bahwa pajak sarang
burung walet memiliki beberapa dampak
baik ke masyarakat maupun ke pemerintah,
dengan diadakannya kebijakan pajak sarang
burung walet maka hal tersebut menunjukan
bahwa adanya atau terciptanya sikap dari
pemerintahs"terkait dengan dampak paak

sarang burung walet.

Implementasi-K ebijakan Publik

Seperti yang di ungkapkan oleh Van
Meter dan -Van Horn (daam Wahab,
2001:20)"merumuskan proses implementasi
kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang
dilakukan baik oleh individu-individu atau
pejabat-pejabat  atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapainya = tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan-kebijaksanaan”.

Sementara itu menurut' ,Charles O
Jones (dalam Widodo, 2012:89) menyatakan
bahwa aktivitas “dalam__ implementas
kebijakan publik tedapat tiga variabel, yaitu
Interpretasi
(Interpretation),Organisasi (Organization),
dan Aplikasi (Application).
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Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan dari masyarakat
oleh negara (pemerintah) berdasarkan
bersifat  dapat
dipaksakan dan terutang oleh yang wajib

undang-undang  yang

membayarnya dengan tidak mendapat
prestas kembali. (kontra prestasi/balas jasa)
secaralangsung, yang, hasilnya digunakan
untuk membiayai pengeluaran negara dalam
penyelenggaraan
pembangunan (Siahaan, 2013:7).

pemerintahan dan

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah
paak atas kegiatan pengambilan dan atau
pengusahaan sarang burung walet. Pgak
Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak
kabupaten/kota yang baru diterapkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 (Siahaan, 2013:519).
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Kerangka Pikir Penelitian

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor
8 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah

Fenomena:

Kurangnya kesadaran

Masaah:

1

Minimnya sosialisasi terhadap
perda nomor 8 tahun 2015

para pengusaha sarang I

burung walet untuk tentang pajak daerah

membayar pajak 2. Minimnya pemahaman
disebabkan oleh belum pengusaha sarang burung walet

adanya sanksi tegas dari
pemerintah kepada para
pengusaha yang ingkar
pajak

terhadap perda nomor 8 tahun
2015 tentang pajak daerah
Kurangnya jumlah pelaksana
kebijakan yang menangani pajak
sarang burung walet

Rumitnya proses  pengurusan
pajak sarang burung walet

Tidak tercapainya target
penerimaan pajak sarang burung

walet
v

Metode : deskriptif kualitatif

v

Implementasi Kebijakan MenurutCharles O. Jones (dalam
Widodo, 2012:89) :

1. Interpretas
2. Organisas
3. Aplikas

v

Tercapainya target realisasi pajak sarang burung
walet di Kota Pontianak

C. METODE PENELITIAN

Daam
menggunakan jeniS™penelitian deskriftif

penelitian  ini,  penelifi
kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan
untuk menggambarkan fenomena yang
terjadi dengan hasil data dilapangan yang
kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan
maupun tabel dan disgikan. Waktu yang
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digunakan untuk penyusunan laporan dan
konsultasi dilakukan dari bulan januari 2016
sampai dengan bulan april 2017. Subjek dari
penelitian ini adalah Seksi Pengawasan dan
Pengembangan Pgjak, Pengurus Asosias
Burung Walet di Kecamatan Pontianak
Selatany., dan Pengusaha Sarang Burung
Walet di Kecamatan Pontianak Selatan,
Dalam penelitian_ ini penulis hanya
menggunakan tiga teknik pengumpulan data,
yaitu observas, wawancara dan
dokumentasi. Dalam teknik analisis data,
penulis menggunakan olahan data secara
kualitatif. Teknik analisis -yang pendliti
gunakan adalah teknik analisis Miles dan
2011:246),
mengemukakan bahwa aktifitas dalam
analiss data kualitatif dilakukan secara

Huberman (Sugiyono,

interaktif dan berlangsung secara | terus
menerus sampai tuntas. Untuk menganalisis
data-data dan informasi yang ada, peneliti
menggunakan tiga tahap andlisis data,
diantaranya: _tahap. reduksi data, tahap
penyajianydata dan tahap verifikasi. Adapun
untuk  menguji validitas data, penulis
menggunakan triangulasi sumber dan teknik
yakni peneliti mengecek data yang telah
diperoleh dari beberapa sumber atau
informan yang diteliti dengan berbagai
teknik diantaranya wawancara, observas
dan dokumentasi.
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Daam Implementasi Kebijakan Pagjak
Sarang Burung Walet di Kecamatan
Pontianak Selatan Kota Pontianak Penulis
menggunakan teori menurut Jones dalam
Widodo (2012:89) bahwa aktivitas“dalam
implementasi kebijakan terdapat tiga macam
variabel, yaitu Interpretasi
(Inter pretation),Organi sasi (Organization),

dan Aplikasi (Application).

Interpretass 'Kebijakan Pajak Sarang
Burung Walet

Tahap_ interpretas merupakan ‘tahap
penjabaran sebuah kebijakan yang masih
bersifat abtrak kedalam kebijakan yang lebih
bergfat teknis dan oprasional. Kebijakan
umum atau kebijakan strategis akan
dijabarakan kedalam kebijakan mangerial
dan kebijakan mangerial dijabarkan
kedalam " kebijakan teknis operasiond
(Widodo, '2012:90). Interpretasi adalah
penafsiran oleh para pelaksana;  agar
kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima
serta dapat dilakSanakan. Interpretasi
memuat rencana yang matang, dukungan
dana yang memadai, dan sesua dengan
tujuan perumusan kebijakan.

Seperti  yang diketahui  bahwa,
kebijakan mengenai pgak sarang burung
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walet ini diinterpretasikan pada Peraturan
Daerah Kota Pontianak Nomor 6 tahun 2010
tentang pajak Daerah Kota Pontianak, dan
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8
tahun 2015. Kemudian dijabarkan kembali
pada“Peraturan Walikota Pontianak Nomor
33 tahun 2013tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pagjak Sarang burung walet. Hal
itu menunjukan bahwa kebijakan mengenai
pajak sarang burung walet di Kota Pontianak
pada’dasarnya telah terinterpretas “dengan
baik dan terstruktur.

Mulai dari kebijakan--yang masih
bersifat abstrak yakni kebijakan daam
bentuk Perda Kota Pontianak Nomor 6 tahun
2010 tentang pajak Daerah Kota Pontianak,
ldu diubah menjadi Perda Nomor 8 tahun
2015, kemudian dijabarkan
kebijakan yang bersifat teknisi® pada
Peraturan..Walikota Pontianak Nomor 33
tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan _Pajak _Sarang burung walet.

menjadi

Sehinggay penafsiran akan ;kebijakan ini
kepada para pelaksana i maupun target
sasaran kebijakan.menjadi lebih jelas dan
terarah sesuai dengan payung hukum yang
berlaku. Sementara itu pada variabel
interpretas ini juga akan membahas

mengenai tigas aspek yakni is dan tujuan
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dipahami, sosidisass dan  dukungan
masyarakat.

Memahami isi dan tujuan dari sebuah
kebijakan  sangat  diperlukan  untuk
terselenggaranya atau

kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan

terlaksananya

tujuan ini  harus dilakukan oleh™ para
implementor dan disampaikan kepada
masyarakat terutama.sasaran kebijakan.

Pada dasarnya is maupun tujuan dari
pgak sarang burung. walet ini iaah
merupakan salah®satu sarana Pemerintah
Daerah untuk=meningkatkan Penerimaan
Asli Daerah (PAD), mengingat usahaburung
walet yang_dulunya hanya dijalankan oleh
sebagian Kkeeil pengusaha yang memang
benar-befar= memahami tentang usaha
burung walet ini, namun pada kenyataannya
di Kota Pontianak sendiri telah banyak
bermunculan para pengusaha-pengusaha
burung walet ini.

Kemudian untuk mengetahui apakah
is dan tujuan ini dipahami-atau tidak oleh
para implementornya maka - peneliti
melakukan wawancara dengan salah satu
pegawa Dispenda Kota. Pontianak, yakni
bapak Pipit Sixmam Budianto, SE yang
mengatakan: ““ooh kalau untuk tujuan pajak
sarang burung walet inikan sebenarnya
untuk menarik pajak sarang burung
waletlah, jadi di Kota Pontianak ini untuk
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pajak burung walet ada di atur dalam perda
yakni perda 6 tahun 2010, disitu ada
macam-macam pajak yang bisa ditarik oleh
pemerintah salah satunya pajak burung
walet ini sendiri, pokoknya pada intinya
pajak burung walet ini untuk meningkatkan
PAD ““Kota Pontianak dek.”(wawancara
pada tanggal 5-desember 2016).

Untuk  pemahaman  implementor
mengenal isl dan tujuan “kebijakan pajak
sarang .burung walet ini sendifi. memang
telah dipahami dengan baik, oleh karena itu
semestinya penyampaian .diberikan kepada
target 'sasaran kebijakan " Thi- yakni para
pengelola atau pengusahaan pajak sarang
burung walet akan tersalurkan dengan baik.
Kemudian berikut ini adalah wawancara
peneliti dengan target sasaran pajak sarang
burung walet itu sendiri yakni pengelola atau
pengusahaan usaha burung walet yaitu'bapak
Abdul Azis yang mengatakan: “’kalau tujuan
saya sih belum mengerti dek, memang sih
kemarin ada_dari _petugas pemerintah yang
ngasi arahan, sosialisasilah’ kami biasa
nyebutnya. Jadi dari sosialisas itu sh
pemerintah ngarahkan jak untuk kami
pengusaha burung walet nih supaya bayar
pajak biar pendapatan daerah kite juga
meningkat, itu jak sh vyang saye
tahu.””(wawancara pada tanggal 5 desember
2016).
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Untuk tahap interpretass dalam
memahami isi dan tujuan kebijakan pajak
sarang burung walet ini maka pemahaman
target sasaran kebijakan yakni para
pengelola atau pengusahaan burung walet
telah tersalurkan melalui sosialisasi, namun
seperti yang diungkapkan oleh hasil=Kkutipan
wawancara di atas menunjukan bahwa
pemahaman yang tertanam dalam diri_para
pengelola atau pengusahaan burungwalet ini
hanya sebatas seruans: pemerintah untuk
membayar pajak ‘agar meningkatkan ‘PAD

K ota Ponti anak:

Sosialisasi

burung walet
Maksud dari sosidisas ini adaah

penyampaian informasi kepada masyarakat

kebijakan pajak sarang

yang 'dilakukan secara terbuka dan berkala,
agar masyarakat mengetahui kebijakan yang
telah dibuat dan apa dampaknya. kepada
mereka. Jika memahami maksud dari
sosialisasi imi, menunjukan-bahwa realisasi
dari tahap isiy dan tujuan; dipahami  ialah
sosidisasi.

Pada tahap soSialisasi ini menekankan
bahwa sosidisasi harus dilakukan secara
rutin dan berkala, agar masyarakat
mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan
apa dampaknya kepada mereka. Mengenal
dampak dari kebijakan pajak sarang burung
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walet ini tentunya tidak hanya berdampak
bagi masyarakat ataupun kepada para
pengelola burung walet, namun dampak
akan peningkatan PAD Kota Pontianak
merupakan dampak positif pada pihak
pemerintah daerah. Kemudian jika menelaah
kepada=.dampak kebijakan pajak sarang
burung walet Tni.kepada masyarakat maupun
kepada. pengelola atau- pengusahaan burung
walet maka dampak yang “muncul tidaklah
secara ..langsung!” diterima. Kaena pada
dasarnya jikatarget dari pajak sarang‘burung
waet telah tercapa maka PAD Kota
Pontianak akan secara otomatis meningkat
pula.

Oleh karena itu, untuk.mengetahui
bagaimana sosidlisas secara konkrit yang
dilakukan Dispenda terkait dengan kebijakan
pajak sarang burung walet ini maka peneliti
melakukan wawancara dengan salah satu
pegawai. .. Dispenda, yakni bapak Pipit
Sixmam Budianto, SE yang mengatakan
bahwa @ ““ya__pernah kami  sosialisasi,
sosialisasinya  langsung ke asosiasinya,
karena burung walet inii punya asosias
sendiri. Lalu sosialisasinya diteruskan oleh
asosiasinya itu sendiri ke peternak-peternak
burung walet, jadi dak susah kite. dari
asosiasi itu para peternak dibina diberi
pemahaman termasuklah pajak burung
walet. namun untuk mengerti atau tidaknya
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para peternak tergantung dari asosiasi itu
sendiri, bagaimana mereka
menyampaikannya, yang jelas apa yang
kami harapkan mengenai pajak burung
walet ini sih sudah tercapai.”(wawancara
pada tanggal 5 desember 2016).

Dispenda Kota Pontianak. .~sebagai
implementor utama tidak®™ memberikan
sosialisas secara langsung kepada para
pengelola atau pengusahaan;burung walet,
melainkan s melalui iperantara kemasing-
masing:asosiasi yang mMenaungi usaha sarang
burung walet. Salah satu asosiasi yang ada di
Kota Pontianak-ialah berada di Kecamatan
Pontianak _Selatan. Seperti yang ‘telah
diketahui sebelumnya bahwa Kecamatan
Pontianak“Sel atan merupakan Kecamatan di
Kota Pontianak yang paling banyak terdapat
pengelola ataupun pengusahaan sarang
berjumlah 118
pengusahaan. Oleh karena itu maka.pendliti

burung, walet yakni

melakukan wawancara..langsung dengan
salah satu pengurus asosiasi-burung walet di
Kecamatan Pontianak Selatanyyakni. bapak
Junaidi yang mengatakan:  *‘ya benar,
beberapa bulan lalu;"lupa_saya bulan apa
tapi memang ada kemarin petugas dispenda
sekaligus

memberikan arahan mengenai pajak sarang

memberikan surat  edaran,

burung walet ini, yah semacam sosialisas
juga bah dek, namekan kite tau kalo dulu
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usaha burung walet nih mane ade pajaknye,
baru-baru ini yak pemerintah kite nih
ngenak’an pajaknye, sekitar 10% lah dari
hasl panen tuh. Tapi tetaplah kite
informasikan kepade kawan-kawan yang ade
usaha sarang burung walet nih kan biar
bayar+pajak, ataupun melapor terus tiap
bulannya, ade'dak hasilnye, kalo dak adekan
tetap juga harus laper. biar dak disangke
ndak mau “bayar pajak bhah dek, karne
sekarang nih susah. dek, burung.walet nih
udah’jarang ade, die banyak kedaerah luar
kayaknye.” (Wawancara .pada tanggal, 7
desember 2016).

Pada dasarnya sosidisas harus
dilakukan dengan secara "terbuka dan
berkala. Jika melihat pada kenyataan yang
ada, persodlan yang muncul mengenai
sosidisas ini tidaklah dilakukan dengan
secara berkala. Dikarenakan beberapa hal
seperti... kesbukan dari  masing-masing
pengelola ataupun pengusahaan sarang
burung walet_ini maka sosialisasi mengenai
pajak sarang burung walet melalui asosias
tidaklah berjalan dengan efektif.

Adapun munetinya persodan lan
yang membuktikan bahwa tahap sosialisasi
yang belum efektif iaah tidak semua
pengelola ataupun pengusahaan sarang
burung walet tergabung dengan asosias
sarang burung walet. Oleh karena itu, untuk
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mengkonfirmas hal tersebut maka peneliti
melakukan wawancara dengan salah satu
pengelola atau pengusahaan sarang burung
walet yang ada di Kecamatan Pontianak
Selatan yakni bapak [lham yang mengatakan
bahwa: ““kalau saye sih untuk saat ini masih
usaha secare pribadi jak dek, kalau™untuk
bergabung dengan LSM atau asosiasi tuh
kayaknye belumlah,s1agi pula pun_ saye
masih bise ngurus sarang nih sendiri bah,
karene kitepun dah dari dulu ngusahakan
sarangs burung ‘walet nih. Nah 'kalau
sosialisass shmmemang dek same sekall
belum pernahrade pemerintah datang ngasi
arahan atau sosialisasi pajak usaha sarang
burung walet nih. Tapi setau saye kalau
yang dipasar sudirman memang diharuskan
untuk bayar pajaknye, sayepun kurang
paham juga nih.””(wawancara pada tanggal
6 desember 2016).

Dilihat dari kenyataan yang telah
diungkapkan oleh bapak.llham selaku salah
satu pengelola atau pengusahaan sarang
burung walet yang dimana. .beliau
menjalankan usaha sarang burung waletnya
hanya secara pribadii“dan tidak tergabung
dengan salah satu asosiasi yang ada di Kota
Pontianak. Artinya penyampaian terhadap
adanya suatu kebijakan sarang burung walet
dan dampaknya kepada masyarakat atapun
target sasaran kebijakan tidak tersampaikan
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dengan efektif dan maksimal. Ha ini
tentunya akan berdampak pada dukungan
masyarakat akan adanya kebijakan mengenai
paak sarang burung walet ini. Oleh karena
itu, berikut adalah pemaparan secara lengkap
mengenai dukungan masyarakat.

Dukungan dari masyarakat adalah
baiknya tanggapan atau respon yang
disampaikan oleh “masyarakat terutama
sasaran”  kebijakan, sehingga membuat
mereka. merasa:‘mau untuk ‘turut ambil
bagian untuk menyukseskan kebijakan
tersebut. Mengetahui tanggapan atau respon
dari masyarakat tentunya dengan melihat
seberapa banyak masyarakat atau target
sasaran  mengikuti/berpartisipasi dalam
kebijakan yang dibuat. Namun belum tentu
Jjika semakin banyak masyarakat yang
berpartisipasi  maka disimpulkan suatu
kebijakan
masyarakat.

mendapat  dukungan I© dari

Guna mengetahui apakah;” memang
benar kebijakan pajak sarang burung walet
ini_mendapatkan dukungan dari masyarakat
alau tidak, maka penulis melakukan
wawancara dengan="Salah satu pegawai
Dispenda Kota Pontianak yakni bapak Pipit
Sixmam Budianto, SE yang mengatakan
bahwa ““saya rasa sih masyarakat atau
pengelola burung walet nih setuju-setuju
saja dengan kebijakan pemerintah dengan
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adanya pajak burung walet nih kan. Belum
ada yang protes atau gimana, setahu saya
pajak 10% sih bagi mereka memang tidak
masalah, asalakan hasil panennya itu ada,
karena waktu sekarang-sekarang ini burung
waletnya pada dak mau berliur haha. Yah,
sekarang inilah yang jadi persoalannya,
burung-burung walet tuh="lebih banyak
kedaerah-daerah hulu. Jadi mau
kepontianak nih#jarang.” (wawancara pada
tanggal 5 desember 2016).

Namun yangsmenjadi persoalan disini
ialah burung walet yang semakin berkurang
keberadaannya Sehingga kondisi tersebut
membuat hasil produksi sarang burung ‘wal et
khususnya di daerah Kecamatan Pontianak
Selatan. *=Oleh  karena  itu,  untuk
mengkonfirmasi terkait hal tersebut maka
penulis melakukan wawancara langsung
dengan, sdah satu
pengusahaan sarang burung walet yang
berada dii Kecamatan -Pontianak Selatan

pengelola  atau

yakni bapaki Abdul Azis-yang_mengatakan
bahwa: ““kalaussaye sih dek Setuju-setuju aja
dengan adanya ‘pajak burung walet. tapi
masalahnya sekarang“kita nih mau bayar
pake apa. Boleh adek liatlah, burung yang
bersarang ditempat saye nih bukannye
banyak kayak dulu lagi dah. Ntah mungkin
dah pade kabur keluar-luar daerah. Kadang
dulu setiap 2 atau 3 bulan sekali dah bise
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kite panen. Tapi sekarang nih setahun baru
bise kite panen sarangnye tuh. Karne ape
tadi, burungnya dah jarang
ade.”(wawancara pada tanggal 5 desember
2016).

Dukungan akan kebijakan pajak sarang
burung=walet memang ada. Namun dengan
adanya keluhan semakin jarang atau
sedikitaya burung walet yang berproduksi
maka " pembayaran pgak. juga akan
terkendala.

Organisasi Dalam
Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet
Tahap pengorganisasian. ini  lebih

I mplementasi

mengarah pada proses kegiatan. pengaturan
dan penetapan siapa yang menjadi pel aksana
kebijakan (penentuan lembaga organisasi)
mana yang akan melaksanakan, dan!siapa
yang pelakunya, penetapan anggaran,
penetapan. prasarana dan sarana apa yang
diperlukan untuk melaksanakan jkebijakan,
penetapan tata _kerja, dan’ penetapan
mangj eman pelaksana kebijakan.

Pelaksana kebijakan sangat tergantung
pada jenis Kkebijakan apa yang akan
dilaksanakan, namun setidaknya dapat
diidentifikasi seperti: Dinas, Badan, Kantor,
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan
Pemerintah Daerah. Artinya setiap kebijakan
memiliki pelaksana yang berbeda walaupun
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masih dalam ruang lingkup pemerintah
daerah, pel aksana

disesuaikan dengan vis dan mis dari

kebijakan juga

organisasi yang
melaksanakan suatu kebijakan yang dibuat

ditunjuk untuk

pemerintah.

Kemudian jika merujuk pada.apa yang
tercantum pada Peraturan  Walikota
Pontianak Nomor 33 tahun 2013 jtentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Sarang Burung Walet; maka penetapan
dalam spelaksana “Kebijakan paak sarang
burung walet ini_dinyatakan pada pasa 1
ayat 4 yang menyatakan bahwa satuan kerja
Perangkat Daerah Pelayanan Pagjak Daerah
yang selanjutnya disingkat SKPD-PD adalah
instans yang melakukan pelayanan paak
daerah. Oleh karena itu seperti yang Kita
ketahui bahwa Instans Pemerintah yang
melakukan pelayanan paak, khususnya
pajak sarang burung walet di Kota Pontianak
ialah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Artinya dengan demikian_telah jelas
bahwa dalam’jproses penetapan- siapa sgja
yang menjadi pelaksana kebijakan pajak
sarang burung di Kota..Pontianak tertera
pada peraturan Perundang-undangan Daerah.
Setelah
kebijakan pajak sarang burung walet maka

mengetahui  sigpa  pelaksana

penting pula adanya untuk mengetahui siapa
yang menjadi target sasaran dalam kebijakan
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tersebut. Namun sebelum lebih  jauh
membahas mengenal Sigpa target sasaran
kebijakan sarang burung walet maka, berikut
ini adalah hasil kutipan wawancara penulis
dengan salah satu pegawai Dispenda Kota
Pontianak yakni bapak Pipit Sixmam
Budianto, SE yang menyatakan bahwa:
“kalau untuk=. pelaksana pajak sarang
burung. walet itu Dispenda, nah kalau
periznannya yakni izin gangguan tuh di
BP2T. Tapi yang'menangani pajak walet di
Dispenda nih  hanya lima “orang,
termasuklah kepala izipnya dan mereka
bukan 'hanya menangani ‘walet saja. Nah
yang ditangani lima orang ini. ada empat
jenis pajak, yakni pajak "walet, pajak
reklame, dan pajak penerangan jalan umum,
pajak dari penerangan jalan umum ini; ada
yang dari PLN ada yang non PLN,! pada
yang non PLN itu genset.” (wawancara
pada tanggal 5 desember 2016).

Persoalan yang dapat dilinat bahwa
Pontianak selaku

aktor/implementor utama juga menyadari

Dispenda Kota
bahwa dalam menangani pelaksanaan
kebijakan pajak .sarang burung walet ini
masih terdapat kendala yang dimana Sumber
Daya Manusia (SDM) yang mereka miliki
masihlah belum memada daam segi

kuantitas pegawainya.
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Namun jika untuk menilai dari segi
kualitas SDM sangatlah sulit dikarenakan
hal tersebut sangatlah menjurus kearah
subjektif dari SDM itu sendiri. Dengan
demikian, persoadlan mengenai minimnya
SDM yang dimiliki
Pontianak maka tentunya hal tersebut akan
menimbulkan akibat/dampak™ kepada hasil
pelaksanaan kebijakan pajak sarang; burung

Dispenda Kota

walet itu sendiris

Setigp” melaksanakan kebijakan perlu
ditetapkan SOP sebagai pedoman, petunjuk,
tuntunan, dan‘sreferensi bagi para pelaku
kebijakan agar mereka mengetahui apa yang
harus disiapkan dan dilakukan, ‘siapa
sasaran, dan-hasil apa yang ingin dicapal
dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain
itu, " SOP juga dapat digunakan untuk
mencegah timbulnya perbedaan dalam
bersikap dan tindakan ketika dihadapkan
dengan permasalahan ketika menjalankan
kebijakan, oleh karena itu, setiap kebijakan
yang dibuati prosedur tetap- (Protap) atau
prosedur baku berupa standar - prosedur
operasi dan atau 'standar pelayanan minimal
(SPM).

Pada pelaksanaan kebijakan pagak
sarang burung walet ini Standar Operasional
dan Prosedur (SOP) ditetapkan dan
dipaparkan dengan jelas pada Peraturan
Walikota Pontianak nomor 33 tahun 2013
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tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pgak Sarang Burung Walet. Di dalam
Peraturan Walikota tersebut telah jelas
seperti apa petunjuk pelaksanaan kebijakan
pajak sarang burung walet guna mengetahuli
persiagpan apa yang harus dilakukan, target
sasaran=(wajib pgak) dan hasil apa yang
hendak dicapai=(peningkatan PAD). Terkait
dengan, pembahasan mengenal SOP tersebut
maka “ peneliti., melakukan wawancara
langsung dengan sdlah satu, pegawai
Dispenda Kota Pontianak, yakni bapak Pipit
Sixmam Budianto, SE yang mengatakan:
“ya tentu pakai SOP lahy jadi setiap
pekerjaan apalagi didinas’ seperti inikan
pasti kerjanya berdasarkan SOP, nah kalau
untuk pajak burung walet kita pakai
perwako nomor 33 tahun 2013, disitu
lengkap mulai dari penjelesan apa itu pajak
sarang bururng walet, bagaimana tata cara
daftarnya,. pelaporannya, dam lain
sebagainya. Perlu dicatat bahwa di tatacara
pelaporan khususnya pajak sarang burung
walet iniy Kita menggunakan sistem self
assessment.  Sstem  imi memberikan
kewenangan atau="Tuang bagi para
pengusaha  untuk  melaporkan  dan
menghitung sendiri berapa penghasilannya,
terus berapa luas wilayah tempat usahanya,
jadi mereka yang menghitung sendiri berapa
pajak yang harus mereka bayarkan, pajak
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sarang burung walet nihkan 10% dari
penghasilan, jadi mereka bisa hiutng
sendiri, diperwako juga sudah cukup jelas
rumus-rumus penghitungannya, jadi ada
ruang kejujuran disitu.” (wawancara pada
tanggal 5 desember 2016).

Jika dengan sistem melaporkan dan
memperhitungkan sendiri_pajak yang harus
dibayarkan, tentunya-~sistem ini menuntut
pemahaman dan®sebuah kejujuran dari para
wajib paak. Oleh Lkarena itu, pendliti
melakukan wawancara dengan salah satu
pengelola atauspengusahaan sarang burung
walet di Kecamatan Pontianak Selatan,
yakni bapak Abdul Azis yang mengatakan:
“ooh kalo masalah melaporkan pajak. sih
kebetulan™saye baru tige bulan kemarin
menguruskannye tuh, itupun diarahkan same
kawan saye tuh, saye pun kurang paham
juga dengan sistemnye tuh, jadi saye minta
tolong © oranglah  untuk  ngurusnye.”
(wawancara pada tanggal 5 desember
2016).

Seperti ‘yang diketahui sebelumnya
bahwa sebagian, besar pengelola atau
pengusahaan sarang btrung walet khususnya
di Kecamatan Pontianak Selatan
mengeluhkan tentang semakin berkurangnya
produksi sarang burung walet yang di mana
burung walet yang mereka pelihara banyak
yang lari atau tidak kembai ke
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penangkarannya. Oleh karena  itu,
kemungkinan untuk terdapatnya laporan
SPTPD “Fiktif” dari oknum pengelola atau
pengusahaan sarang burung walet sangat
mungkin terjadi.

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi
pelako= kebijakan dan SOP, langkah
berikutnya perlu_ ditetapkan berapa besar
anggaran dan dari mapna sumbernya, serta
peralatan yang di butuhkan untuk
melaksanakan suatu kebijakan:., Besarnya
anggaran untuk melaksanakan kebijakan dan
macam, jenis, dan besar_kecilnya peralatan
yang diperlukan sangat “tergantung dari
kebijakan tersebut dan sumber keuangan
berasal dari APBD ataupun APBN.

Seperti halnya dengan kebijakan pajak
sarang burung walet, tentu penetapan
besaran anggaran dan dari mana sumbernya,
serta peralatan yang dibutuhkan telah"diatur
oleh Dispenda Kota Pontianak, oleh karena
itu peneliti melakukan wawancara langsung
dengan ' salah_satu pegawai Dispenda Kota
Pontianaks yakni bapak Pipit Sixmam
Budianto, SE yang mengatakan bahwa:
“untuk penetapan="anggaran kebijakan
sarang burung walet ini, ya sama dengan
penetepan anggaran seperti  kegiatan-
kegiatan lainnya, kita perencanaannya
setahun sebelum kegiatan itu dimulai yang
dimasukan dalam anggaran belanja daerah,
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untuk pengawasan dan pelaksanaan
kebijakan sarang burung walet inikan, dan
untuk kecukupan sih cukup, karena orang
yang mengurus walet di Dispenda nihkan
cuman lima aja’kan, jadi cukuplah. Dan
untuk sarana dan prasarananya pun saya
rasa dah cukup lengkap.” (wawancara pada
tanggal 5 desember 2016).

Mengenai persealan kecukupan dana
tersebut menurut’ kedua pegawa ‘Dispenda
yang menangani pajak.sarang burung walet
mengaku  bahwa,” "untuk  Kketersediaan
anggaran sertas,peralatan yang digunakan
telah mencukupi karena pegawal yang
mengurus/menangani pajak sarang burung
walet hanya lima orang sgja. Oleh karena itu
terkait mengenai anggaran serta peraatan
tidaklah masalah dalam

pel aksanaan/implementasi  kebijakan pajak

menj adi

sarang'burung walet di K ota Pontianak.

Aplikas Kebijakan Pajak Sarang Burung
Walet

Tahap ‘eplikas merupakan . tahap
penerapan rencana proses implementas
kebijakan dalam redlitas, nyata. Aktivitas
aplikas merupakan aktivitas penyediaan
pelayanan secara rutin, pembayaran atau
lainnya sesua dengan tujuan dan sarana
kebijakan yang ada. Aplikas adalah
meliputi

pelaksanaan  kegiatan  yang
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penyediaan barang dan jasa. Aplikas adalah
penerapan segala keputusan dan peraturan
dengan berpedoman pada programmed
implementation (ketentuan dan prosedur)
dan adapted
perubahan dan penyesuaian terhadap

implementation adalah

keadaan.agar tercapainya suatu kebijakan.
Pada pelaksanaan kebijakan paak
sarang.burung waletwini pelayanan secara
rutin memang telah termasuk dalam salah
satu tugas pokok yang harus dilaksanakan
oleh:Dispenda Kota Pontianak. Dikarenakan
pelaporan dan pembayaran pgak sarang
burung walet dapat kapan sagja dilakukan
maka penting untuk diketahui mengenal
bagaimana pelaksanaan SeCara nyata
pelayanan yang dilakukan pada Dispenda
Kota Pontianak. Hanya sgja ada beberapa
terdapat masyarakat yang masih
kebingungan dalam melakukan pelayanan
administrasi. Oleh karena itu penéliti juga
melakukan wawancara langsung dengan
sdah satu _pengelola atau pengusahaan
sarang burung walet yang pernah melakukan
pengurusan paak di (Dispenda Kota
Pontianak, yakni..bapak Abdul Azis yang
mengatakan bahwa: “kemarin sih memang
pernah saye ngurus pajak sarang burung
walet nih dek, memang sih awalnye saye pun
bingung juga tahap-tahapan nye tuhkan, ade
disuruh ngis inilah ngis itulah, macam-
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macamlah, pokoknye harus jelas kite tuh
buat laporan tentang usaha kite tuh dek.
Lagi pula kite nihkan ade asosiasi juga jadi
bagi yang dak paham ngurusnye biselah
minta tolong keorang-orang sana Yyang
nguruskannye, tapi yang susah tuhkan
kadang orang malas dengan urusan“begini
nih dek.” (wawancara pada tanggal 5
desember 2016).

Dispenda.selaku implemtor kebijakan
pajak sarang burung iwalet ini cukup peka
terhadap persoalangproduksi menurun’ yang
dihadapi oleh, para pengelola atau
pengusahaansarang burung walet ini. Oleh
karena itu para pengelola atau pengusaha
sarang burung walet tetap wajib melaporkan
paaknyd™ssetigp bulan walaupun hasil
panennya nihil. Dengan demikian bahwa
aplikas terhadap pelaksanaan pelayanan
kebijakan pagak sarang burung walet ini
hanya terkendala mengenal persoalan masih
terdapatnya pengelola .atau pengusahaan
yang hbingung terhadap  __mekanisme
pelayanan awal dari pelaporan pajak. serta
pembayaran paak yang tidak bisa
dilaksanakan secara™=rutin  pada tiap
bulannya.

Tahap aplikasi awal yang cukup rumit
yakni pelaporan tentang pajak sarang burung
walet, membuat para wagib pgak
kebingunan dalam mengurus pelaporan.
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Namun keluhan maupun keberatan dari para
pengelola ataupun pengusahaan sarang
burung walet atas aplikasi pembayaran tiap
bulannya, telah ditanggapi secara baik oleh
Dispenda Kota Pontianak  sehingga
pengaplikasian kebijakan paak sarang
burung=walet tidak begitu menjadi suatu

persoal an.

E. KESIMPULAN

1. 1 Kebijakan pajak sarang burung walet
telah terinterpretasi dengan baik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, kemudian”_pemahaman
Dispenda Kota Pontianak selaku
implementor kebijakan mengenai isi dan
tujuan pajak sarang burung walet juga
telah terpenuhi. Namun pemahaman
masyarakat/pengusaha sarang; burung
walet yang hanya sebatas jkewgjiban
daam membayar pajak /dikarenakan
sosialisasi yang kurang efektiv dan rutin
dari Dispenda membuat citra pagak
hanya sebatas=‘ilran wajib kepada
pemerintah tanpa ada timbal balik bagi
masyarakat/pengusaha burung walet,
sehingga dukungan yang diberikan
untuk kebijakan pajak sarang burung
walet tidak sepenuhnya dirasakan.
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2. Telah ditetapkan atau dibentuknya para

pelaksana kebijakan pgak sarang
burung walet menjadikan satu tahapan
daam pengorganisasian  kebijakan
sarang burung walet terpenuhi, bahkan
terdapat pula organisasi pendukung
seperti asosiasi burung walet _dan balai
karantina pertanian kelas'satu Pontianak
ikut  turut membantu. Namun
ketersediaan SDM dari Dispenda Kota
Pontiamak  membuat  implementasi
kebijakan pajak "sarang burung ‘walet
belum  begitu  menyeluruh  ‘dan
maksimalv = Kemudian persoadan lain
yang muncul dari penerapan " SOP
seperti sistem self  assessment  yang
memungkinkan adanya laporan fiktif
mengenai pajak sarang burung walet
oleh para  pengelola/pengusahaan
menambah  kompleks permasalahan
pada implementasi kebijakan, walaupun
dari segi sumber daya keuangan dan
peralatan telah terpenuhi-

Tahap aplikas awa yang"cukup rumit
yakni pelaporan tentang pajak sarang
burung walet, "Membuat para wagjib
pgak kebingunan dalam mengurus
pelaporan. Namun keluhan maupun
keberatan dari para pengelola ataupun
pengusahaan sarang burung walet atas
aplikas pembayaran tiap bulannya,
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telah ditanggapi secara bak oleh
Dispenda Kota Pontianak sehingga
pengaplikasian kebijakan pajak sarang
burung walet tidak begitu menjadi suatu

persoalan.

F. SARAN

1. Semestinya . sosidisas®,. yang harus
dilakukan lebih intensif dan “menyeluruh
kesemua para pengelola atau
pengusahaan sarang burung walet yang
ada’ di Kota Pontianak,--dengan cara
menyebarkan informasi ' lewat media
televis maupun media sosial.

2. Semestinya penetapan tarif pajak yang
dikenakan yakni 10% harus diturunkan
secara dinamis mengikuti harga [pasar
sarang burung walet maupun dari segi
produksi secara universal khususnya di
Daerah Kalimantan Barat.
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